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BUPATI PEMALANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 

NOMOR 6 TAHUN 202 1 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 202 1-2026 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEMALANG, 

a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan 

berusaha, meningkatkan a kses dan kualitas pelayana n 

publik dan daya saing daerah, maka perlu disusun 

rencana pembangunan daerah ; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peratura n 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkc,n 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan J angka 

Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tent;:i.ng 

Pembentuka n Daerah-daerah Ka bu paten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 



 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id

Menetapkan 

2 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 

dan 

BUPATI PEMALANG 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
TAHUN 2021-2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan pnns1p Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Pemalang. 

5. Dewan Perwakila n Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
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6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 

7 . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi J awa Tengah 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 

8 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari 

Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang 

Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah doku m en 

perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 

Tahun 202 1-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumcn 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 

2021 sampai dengan tahun 2026. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 1 (satu) tah un. 

12. Visi adalah rumusa n umum mengenai keadaa n yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. 

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk m ewujudkan visi dan misi. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah 

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 

hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan 

arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilaya h nasional dan 

pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah. 

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periodc 

5 (lima) tahun. 

18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 
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19. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 

daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 

suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. 

20. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

Pelayanan Dasar yang m erupaka n Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahu n. 

22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan a nggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 

BAB II 

RPJMD 

Pasal 2 

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai 

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai denga n 

tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD . 

Pasal 3 

(1) RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program Bu pati hasil 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020. 

(2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD 

Provinsi Jawa Tengah. 

Pasal 4 

RPJMD menjadi pedoman : 

a. penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD; 

b. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan 

c . acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam m elaksanakan 

kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021 -2026. 

t 
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Pasal 5 

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan 

pembangunan di Daerah. 

BAB III 

SISTEMATIKA RPJMD 

Pasal6 

( 1) RPJMD sebagaimana dima ksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

a. BAB I : pendahuluan 

b. BAB II 

c. BAB m 
d. BAB IV 

e. BAB V 

f. BAB VI 

: gambaran umum kondisi Daerah 

: gambaran keuangan Daerah 

: Permasalahan dan lsu-Isu Strategis 

: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

: strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 

g. BAB VIJ : kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat 

Daerah 

h. BAB VIII : kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

i. BAB IX : penutup. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. kebijakan perencanaan RPJMD ; 

b. pelaksanaan RPJMD. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : 

a. kebijakan perencanaan RPJMD; 

b. pelaksanaan RPJMD; 

c. hasil RPJMD . 

(4) Pelaksan aan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan 

pembangunan Daerah. 
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BAB V 
PERUBAHAN RPJMD 

Pasal 8 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses 

perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 

rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang­

undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang 

dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan; dan 

c . terjadi perubahan yang mendasar. 

(2) Peruba han yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f c, 

meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, 

konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubaha n 

kebijakan nasional. 

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak da pat 

dilakukan jika sisa m asa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. 

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

RKPD dan perubahan Renstra PD. 

Pasal 9 

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Pasal 10 

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi: 

a. perubahan capaian target kinerja tahunan tetapi tidak mengu bah target 

pencapaian kinerja akhir pembangunan jangka menengah, 

b. perubahan nomenklatur program dari pemerintah, dan/ atau 

c. perubahan nomenklatur perangkat daerah; 

maka dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bu pati. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

Pada saat rencana pembangunan jangka men engah da erah Kabupaten 

Pemalang tahun 2026- 2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 

2026 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pa da RPJMD 

Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang. 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 26 Agustus 2021 

BUPATI PEMALANG, 

Cap 

Ttd 

MUKTI AGUNG WIBOWO 

Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal 26 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG, 

Cap 

Ttd 

MOHAMAD ARIFIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 6 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINS! JAWA 

TENGAH: (6-180/2021) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

SRI SUBY AK 0 , SH, M 1 

---t=::r.mbina ingkat [ 
NIP. 19650 199203 1 006 


